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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah
tersusun Laporan Kinerja Instans Pemerintah (LK]jIP)
Tahun 2019 Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas |1 yang
merupakan LKjIP pelaksanaan Renstra tahun 2015-2019
dan menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung
R.I.  Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15
November 2019 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2019
dan Dokumen Perjanjian Tahun 2020 serta dokumen

pendukung lainnya.

Sebagal bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan,
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il telah menyusun Laporan Kinerja Instans
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas |1 Tahun 2019, Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2020 dalam rangka
mewujudkan Reformas Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait
dengan vis dan misi Mahkamah Agung R.I. yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia yang Agung”.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il ini dapat
memenuhi harapan sebagal pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat
yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan
kinerja Pengadilan Negeri MuaraBulian Kelas 1.

Muara Bulian, 24 Pebruari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI
MUARA BULIAN KELASII

mh

ENAN SUGIART®, SH..M.H.
NIP. 197710122000121001
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Selama tahun 2019, Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas |1 telah berhasil melaksanakan
misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Keberhasilan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas |1 ini diukur berdasarkan pencapaian
sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, Pengadilan
Negeri Muara Bulian Kelas || menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan sasaran tersebut
diukur menggunakan target kinerja pada 13 (tiga belas) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang
ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2019 terdapat sasaran strategis yang berhasil
dilaksanakan dengan baik (capaian 100% atau lebih) yaitu Sasaran peningkatan efektifitas
Pengel olaan Penyel esaian Perkara.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara
Bulian Kelas Il adalah sebesar 90%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator
tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGISI
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

) o Target Realisas Capaian
Indikator Kinerja

(%) (%) (%)
a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan
e Perdata 100% 100% 100%
e Pidana 100% 100% 100%
b. Persentase Perkara yang disel esaikan tepat waktu
e Perdata 85% 87,50%  102,94%
e Pidana 100% 99,36% 99,36%
C. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum
Banding
e Perdata 60% 50,00% 83,33%
* Pidana % 9978%  133,07%
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e Perdata

e Pidana

e Perdata

e Pidana

d. Persentase Perkara Pidana Anak Yang
Diselesaikan dengan Divers

e. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas
Terhadap Layanan Pengadilan

70%
80%

5%
5%

40%

100%

0,00%
42,86%

100,00%
100,00%

25,00%

82,11%

0,00%
53,57%

100,00%
100,00%

62,50%

82,11%

SASARAN STRATEGISII

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja

a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh
Pihak Tepat Waktu

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melaui
Medias

C. Persentase Berkas Perkara Yang Digukan
Banding, Kasas dan PK Secara Lengkap dan
Tepat Waktu

SASARAN STRATEGISIII

(%)

100%

20%

100%

(%)

100%

7,14%

100%

Target Realisas  Capaian

(%)

100%

35,71%

100%

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi M asyarakat Miskin Dan Ter pinggir kan

Indikator Kinerja

a. Persentase Perkara Prodeo Y ang Diselesaikan

(%) (%)
Tidak Tidak
Memiliki ~ Memiliki
Perkara Perkara

Target Realisas Capaian

(%)
Tidak
Memiliki
Perkara



Prodeo

Tidak

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Memiliki
Gedung Pengadilan Zitting
Plaatz

C. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu
Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum  100%
(Posbakum)

SASARAN STRATEGISIV

Meningkatnya K epatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

) o Target
Indikator Kinerja
(%)
Persentase Putusan Perkara Perdata Yang
100%

Ditindaklanjuti (Dieksekus))
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Tidak
Memiliki
Zitting

Plaatz

100%

Realisas
(%)

0,00%

Prodeo
Tidak
Memiliki
Zitting

Plaatz

100%

Capaian
(%)

0,00%
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk meningkakan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna dan
berhasil guna, bersh dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan
GoodGovermance. Lembaga Administras Negara telah mengembangkan media
pertanggung jawaban yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instans
Pemerintah melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 5589/1X/61Y /199 tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya terdapat Rencana
Strategis.

LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yan menyelurun yang dimulai dengan
Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang
berorientas pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potens,
peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu
rencana strategis instans pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam

pel aksanaannya.

Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur aparatur pemerintah,
yang selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak akan kinerja kita. Hal ini
hendaknya jangan dijadikan sebagai beban, akan tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk
agar kita semakin lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas selaku abdi negaradan abdi
masyarakat.

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisalnya akan berjalan lebih lancer apabila
didukung secara teknis administratif (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan
administras peradilan umum, pranata dan tata laksana perkara di peradilan umum).
Dukungan teknis administratif terhadap judisial peradilan umum, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
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Secara umum kebjakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradil
Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan
peradilan umum, baik yan bersifat administratif, keuangan dan organisas mengacu pada
Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK111/2006 tentang
Organisas dan Tata Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah
Agung RI sebagai salah satu instans negaral kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepostisme dan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungs dan peranannya dan pengelolaan
sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercaya kepada publik.

Penting kiranyabagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri
kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasa, ini artinya
Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara professional mentaati segala aturan yang
telah ditentukan.

Dengan mengembangkan karakter diri akan mudah untuk berpartisipas aktif dalam
kehidupan social kemasyarakatan sehingga membawa citra diri  yang positif dan bias
menempati diri pada posisi yang dihormatidan diseganidalam kehidupan bermasyarakat.

Tentu hal tersebut sangat berkaitan dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara
professonal mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus
meningkatkan potensi diri, maka Insya Allah segala pandangan-pandangan serta penilaian-
penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta
penghargaan bagi kita semua.

Banyak suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya
berupa opini,pengaduan-pengaduanyang semua merupakan refleks kekecewaan
masyarakat tentu menjadi tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara
professional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan publik yang mampu
merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yan

memadai.

Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jgjaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan
maksimal apabilatidak didukun penuh oleh masyarakat maka sudah sewgjarnya jika upaya

pengembangan budaya hukum disemua kerangka supermas hukum dan tegaknya negara
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hukum perlu di tingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum
konsistenuntuk lebih menjamin kapasitas hukum, keadilan dan kebenaran, supremas
hukum dan menghargai Hak Asas Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang

mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan
sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam
lingkungan kehidupan dengan masyarakat.

Sebagai Instans Pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999
tentang  Akuntabilitas  Kinerja Instans  Pemerintah  berkewajiban  untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungs  serta peranannya dalam

mengelola sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas |1 menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Gambar 1
Gedung kantor Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 11
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B. Tugas Pokok dan Fungs

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna megakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1
Undang-Undang Dasar Pasca Amandemen). Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung RI, Badan-badan Peradilan lain dibawah Mahkamah Agung R.I.,
(Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah
Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada Badan
Peradilan ( Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Mahkamah Agung
sebagai pengadilan tertinggi dengan tuga pokok, untuk menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang digjukan kepadanya). (Pasal 2 ayat (1)
jo Pasal 10 ayat (1) danayat (2) Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun
1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan
dan menyelesaikan perkara pidanadan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU
nomor 2 Tahun 1986).

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang
hukum kepada Instansi Pemerintah didaerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU Nomor 2
Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan

kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas |1 adalah pelaksana Kekuasaan K ehakiman
yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di
kabupaten Batanghari berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa
dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang digjukan kepadanya dan tugas lain

yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il adalah
sebagai berikut :

A. Tugas
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il merupakan peradilan umum tingkat pertama
dibawah Pengadilan Tinggi Jambi yang menjadi kawal depan (Voor/post) Mahkamah
Agung Republik Indonesia.Sebagai pelaksana K ekuasaan K ehakiman yang merdeka
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untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukumdan keadilan.
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas |l sebagai Pengadilan Tingkat Pertama
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di

tingkat pertama.

B. Fungs
Adapun fungs dari Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 11 antaralain :

* Fungs mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam

tingkat pertama

* Fungs Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk
kepada pgabat struktural dan fungsional dibawah jajaranya, baik menyangkut
teknis  yudicial, administras peradilan, maupun adminsitrasi
perencanaan/teknologi  informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian

dan pembangunan.

* Fungs nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum
kepad instans pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

* Fungs administratif,yakni menyelenggarakan adminsitrasi peradilan (teknis dan
persidangan), dan administras umum (perencanaan/teknologi informasi/pelaporan,

kepegawai an/organi sasi/tatal aksana, dan keuangan/umum/perlengkapan.

* Fungs lainnya, antara lain melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan
riset/penelitian dan sebagainya serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi
masyarakat dalam era keterbukaan dan tranparasi informas peradilan, sepanjang
diatur daam Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 1-
144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Infoemas di Pengadlan sebagai
pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
144/KMA/SK/V111/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

LKjIP Tahun 2019 - Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 11



C. STRUKTUR ORGANISASI

Pada Tahun 2016, struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Negeri
Muara Bulian Kelas Il mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisas dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

STRUKTUR ORCANISAS| PENGADILAN msm MUARA BULIAN KELAS Il

Gambar 2
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas |

Pengadilan Negeri Muara Bulian dipimpin oleh Ketua Pengadilan yang membawahi
seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan.
Dibawah strauktur jabatan terdapat jabatan wakil Ketua, Panitera/Sekretaris yang
berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan
structural. Pada bagian Fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda Pidana, Panitera
Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian structural terdapat tiga
bagian, yaitu Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawaian dan Kepala
Urusan Umum yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti
mempunyai garis koordinasi dengan Panitera/Sekretaris.
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Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il sesuai  Strukt
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 11 adalah sebagai berikut :

1. KETUA

Sebagai kawal depan (voorpost) yaitu, dalam melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah-masalah
hukum vyang timbul, maalah tingkah laku/perbuatan hakim dan pejabat
kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwlayah hukumnya untuk
diselesaikan dan dilaporkan ke Pengadilan Tinggi, menerima laporan penangan
perkara dan laporan tentang penasehat Hukum dan mengevaluasinya untuk
dilaporarkan ke Pengadilan Tinggi, meminta keterangan tentang hal yan berkaitan
dengan teknis peradilan, tegoran atau peringatan apabila diperlukan, menetapkan
suatu perkara tanpa biaya, dan membagi perkara kepada hakim.

2. WAKIL KETUA
Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas
yang didel egasikan oleh K etua kepadanya dan selaku koordinator pengawasan.

3. MAJELISHAKIM
Menetapkan hari sidang, memeriksa, dan mengadili berkas perkara selain itu hakim
berrtanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta
menandatanganinya. Hakim wajib menandatangani putusan yang telah diucapkan
dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawas bidang hukum,
perdata dan pidana yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri .

4. PANITERA

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan,
bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku
daftar, biaya perkara dan surat-surat lainnya dismpan di  Kepaniteraan,
menyelenggarakan administras perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera
Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di
kepaniteraan, megeluaran salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding
ke Pengadilan Tinggi.
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5. SEKRETARIS )
Penyigpan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran,
Pel aksanaan urusan kepegawaian, Pelaksanaan urusan keuangan, Penyiapan bahan
pelaksanaan  penataan organisas dan tatalaksana, Pelaksanaan pengelolaan
teknologi informas dan statistik, Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,
perlengkapan, rumah tangga , keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan
perpustakaan, Penyigpan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluas dan
dokumentas serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri

Muara Bulian Kelas|1.

6. PANITERA MUDA PERDATA

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalnnya sidang pengadilan,
melaksanakan adminsitras  perkara, mempersiapkan persidangan perkara,
menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan
dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang
diterimadi Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar
disertai catatan singkat tenatang isinya, menyiapkankan berkas perkara banding
untuk dikirm ke Pengadilan Tinggi.

7. PANITERA MUDA PIDANA
Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan,
melaksanakan administras perkara, mempersiapkan persidangan perkara,
menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan
dengan salaha perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang
diterima di kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku

register disertai catatan singkat tenatang isinya, menyiapkan berkas perkara banding
untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi

8. PANITERA MUDA HUKUM
Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jannya sidang pengadilan,
mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menygjikan dStatistic perkara,
menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang
diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji
hasil evaluas dan laporan periodik untuk dilaporkan kepada pimpinan, sertya

menerima adanya pengaduan/l aporan
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10.

11.

12.

KEPALA SUBBAG. KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
Melaksanakan sebagain tugas dalam mengelola dan membina administras
kepegawaian di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 1I, perumusan kebijakan

fasilitas kepegawaian berdasarkan peratiuran perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA SUBBAG. URUSAN UMUM DAN KEUANGAN
Melaksanakan sebagian tugas daam mengelola keuangan di lingkungan Pengadilan
Negeri Muara Bulian Kelas Il serta perumusan kebijakan faslitas pelaksanaan

pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA SUBBAG. PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
Mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PANITERA PENGGANTI

Mempunyai tugas membantu hakim ddengan mengikuti dan mencatat jalannya
sidaang pengadilan, bertugas membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari
sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahaan, dikeluarkan tahanan atau
dirubah jenis tahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah putus berikut amar
putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidna maupun
perdata serta berkoordinas dengan petugas IT untuk dimuat dalam website
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas |1 bila telah diminutas

13. JURUSITA/JURUSITA PENGGANT]I

Mempunyai tugas membantu hakim untuk melakukan pemanggilan sidang perkara

perdata

ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Muara

Bulian Kelas Il mash dihadapkan oleh beberapa kondis objektif yang harus

diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi
issue strategis di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas |1 adalah :
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1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

e Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, Mahkamah
Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, untuk
mengimplementasikan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksma 5
bulan telah diupayakan diadakan kebijakan-kebijakan seperti Standar
Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Muara
Bulian Kelas 1. Dalam pel aksanaannya pada tahun 2019 kecepatan penyel esaian
perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun
pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat
perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan ;

e Mangjemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian
target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutas saat ini
mahkamah agung telah berupaya menerapkan system Informasi Penelusuran
perkara (SIPP) dan Sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan
efisens penanganan perkara dan tertib administrass dan mempermudah
pencarian data baik untuk intern maupun publik, Sistem Informas ini telah
menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan ;

e Sistem Informas ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara.
Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung
dan SOP (Standard Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP,
sistem ini mengukur sgjauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara.

Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam mang emen penanganan perkara

masih belum maksmal dikarenakan mash terdapat kelemahan dalam kinerja
sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini ;

e Para pencari keadilan mash merasa putusan hakim belum memenuhi rasa
keadilan. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap Putusan
Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum terus dilakukan mulai dari
upaya hukum tingkat banding, kasas dan peninjauan kembali.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
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e Tingginyajumlah perkara masuk ke MA dan PT disebabkan rasa ketidakpu )
para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama
maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan
upaya hukum banding dan kasas sehingga harus dilaksanakanpeningkatan
sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi M asyarakat Miskin dan Ter pinggir kan

e Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin
diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan Memberi kemudahan akses
informasi kepada pencari keadilan; dan Meringankan beban biaya berperkara untuk
masyarakat miskin dan terpinggirkan ;

e Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme
pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, dalam Pembebasan
biaya perkara melalui fasilitas prodeo, Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas |1
masih memiliki kendala dalam hal biaya pembebasan biaya perkara melalui
faslitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan sementara biaya
proses yang ada tidak mencukupi terhadap perkara tersebut, disamping itu juga
kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai
prosedur di pengadilan sehingga masih sulitnya akses masyarakat terhadap
pengadilan karena sarana informas tersebut belum menjamin sepenuhnya
transparans di pengadilan ;

4. Meningkatnya K epatuhan Ter hadap Putusan Pengadilan

e Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang
dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekuss muncul akibat
ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi
maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi ;

e Mash ada para pihak yang mengajukan permohonan eksekus ke Pengadilan
Negeri Muara Bulian Kelas 11. Hal ini disebabkan masih adanya salah satu pihak
yang tidak patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri MuaraBulian Kelas l.

e Daam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak

akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis
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peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusi
dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan
dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera
maupun juru sSita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan
terkait dengan administras umum, mangeria dan kepemimpinan. Namun masih
dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman
terhadap kebijakan teknis dan non teknisperadilan, pola karir yang belum sesuai
dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang
beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posis lainnya beban kerjanya
cenderung rendah. Selain itu dalam dalam hal peningkatan sarana dan prasarana
saat ini masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan anggaran untuk memenuhi
permintaan diadakannyapenggantian sarana dan prasarana yang rusak, keadaan
tersebut dapat menurunkan kinerja aparatur berhubung jumlah perkara yang tiap
tahun meningkat sementara dalam proses administrasinya tidak didukung dengan

sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana.
5. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini  mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il selama tahun 2019.
Capaian kinerja 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja
(performance agreement) 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sgjumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja
dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyagjian Laporan Kinerja
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 11 tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN
Pada bab ini diisgjikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisas serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisas ;

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan ;
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BAB 111 AKUNTABLITASKINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disgjikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan Kinerja sasaran strategis organisas sesuai dengan hasil

pengukuran Kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis tersebut dilakukan analis's capaian kinerja sebagai
berikut :

1 Membandingkan antara Target dan Redlisas Kinerja Tahunini;

2 Membandingkan antara realisas kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3 Membandingkan redisas kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisas ;

4 Anaisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan
/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

Analisa program/kegiatan yang menunjangkeberhasilan ataupun

kegagal an pencapai an pernyataan kinerja;

B REALISASI ANGGARAN
Pada sub bab ini diuraikan redlisas anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisas sesual
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan ssmpulan umum atas capaian kinerja organisas
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya ;
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BAB 11
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il Tahun 2015-
2019 dan direview 2017-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan
kinerja dengantahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis
melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system
kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapal efektifitas dan

efesiens.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagal
pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 1l
diseleraskan dengan arah dan kebijakan Mahkamah agung yang disesuaikan dengan
rencana program nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana-rencana
pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005- 2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPIM) 2015-2019 dan review 2017 -2019, sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan dalammencapai vis dan mis serta tujuan organisas pada Tahun 2015-
2019 dan direviewTahun 2017-2019.

A.VISI DAN MISI

Vis merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tugas pokok dan
fungs Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il. Vis Pengadilan Negeri Muara
Bulian Kelas Il mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Yang Agung®.

Mis adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai vis yang ditetapkan

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
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Adapun Misi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 11 yaitu sebagai berikut :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan ;
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi Badan Peradilan ;
Untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas |l berkomitmen utnuk
mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungwi yang diemban dengan
berorientas kepada terpenuhinya kepuasan para pencari kedilan atas Pelayanan
Hukum dengan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Keujuran, Akuntabilitas,
Responsibilitas, Keterbukaan, Profesonalisme, Perlakukan yang sama kepada
semua pencari kadilan, serta menjaga kewibawaan dan kehormatan institusi
melaui :
o Penerapan Sistem Mangjemen Mutu berkelanjutan ;
o Peningkatan Potensi Sumber Daya Manusia ;
o Pnyelengggraan Perkara dengan cepat, tepat waktu dan biayaringan ;
o Pemberian informasi kepad Pencari Keadilan ;

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksnaaan tugas pokok dan fungs yang
diemban dengan berorientas kepada terpenuhinya kepuaan pencari keadilan atas
pelayanan hukum, maka Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas I mempunyai
motto, yaitu :* SIAP “ (Semangat, Informatif, Akuntabel dan Profesional)

B.TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Muara
Bulian Kelas Il akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan
oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dua
tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur segjauh mana vis mis
organisas telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan vis

misi organisasi.
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Sasaran Strategis yang hendak dicapa Pengadilan Negeri Muara Buli
Kelas || adalah sebagai berikut :

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Peningkatan efektifitas pengel olaan penyelesaian perkara
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

> w0 D P

Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Empat sasaran dtrategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri
Muara Bulian Kelas Il untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan
membuat rincian Program dan Kegiatan.

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
strategies dalam mencapai tujuan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il telah
menetapkan Kinerja Utama dan Indikator tersebut telah direviu untuk mempertgam
sasaran strategis.

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il telah menetapkan Reviu Indikator
Kinerja Utama sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai berikut :
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN PENGADILAN NEGERI

ARA BULIAN KELASII

INDIKATOR PENANGGUNG
NO. | KINERJA UTAMA KINERJA PENJELASAN JAWAB SUMBER DATA
1 Terwujudnya Proses | a. Persentase sisa Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan x100% Panitera Laporan Bulanan
Peradilan yang Pasti perkarayang Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan dan
Transparan dan diselesaikan tepat Laporan Tahunan
Akuntabel. waktu : Catatan :
- Perdata Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
- Pidana
b. Persentase perkara: Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan x100% Panitera Laporan Bulanan
- Perdata Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan dan
- Pidana Laporan Tahunan
yang diselesaikan |Catatan :
tepat waktu e Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan
perkara yang harus diselesaikan (sisa awa tahun dan
perkara yang masuk)
e Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima
tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
e Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang
diselesaikan tahun berjalan
C. Persentase perkara Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum X100% Panitera Laporan Bulanan
yang Tidak Jumlah Putusan Perkara dan
Mengajukan Upaya Laporan Tahunan
Hukum: Catatan :
e Banding e Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK
o Kasas e Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya
e PK hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.
d. Persentase Perkara Jumlah Perkara yang Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi X 100% Panitera Laporan Bulanan
Pidana Anak yang Jumlah Putusan Perkara dan
17
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diselesaikan dengan
Divers

Catatan :
Divers : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku
kejahatan, melainkan sebagai korban

Laporan Tahunan

. Index responden : ) Panitera Laporan
yang puas terhadap Laporan Tahunan
layanan peradilaan Catatan :
PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24
Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
sesual Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014
Tentang Pedoman Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peningkatan Persentase salinan Jumlah Isi Putusan diterima tepat waktu X 100% Panitera Laporan Bulanan
Efektivitas Putusan perkara Jumlah Putusan dan
Pengelolaan Perdata Y ang Laporan Tahunan
Penyelesaian dikirim kepada para
Perkara pihak Tepat Waktu
- Perdata
- Pidana
. Persentase Perkara Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 100% Panitera Laporan Bulanan
yang Diselesaikan Jumlah Perkara yang dilakukan Medias dan
melaui Medias Laporan Tahunan
Catatan :
PermaNo.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Medias di Pengadilan
. Persentase berkas Jumlah berkas perkara yang digjukan banding Panitera Laporan Bulanan
perkarayang Kasas dan Pk secaralengkap x 100% dan
dimohonkan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Laporan Tahunan
Banding, Kasasi dan kasasi dan PK
18
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PK secara lengkap

dan tepat waktu
. Persentase putusan Jumlah putusan Tipikor yang Panitera Laporan Bulanan
perkarayang di upload dalam website x100% dan
menarik perhatian Jumlah Perkara Tipikor Laporan Tahunan
masyarakat yang yang diputus
dapat diakses secara
online dalam waktu
1 hari setelah
diputus.
Meningkatnya Akses Persentase Perkara Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan ~ x100% Panitera Laporan Bulanan
Peradilan bagi Prodeo yang Jumlah Perkara Prodeo dan
Masyarakat Miskin diselesaikan Catatan : Laporan Tahunan
dan Terpinggirkan Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
. Persentase perkara Jumlah Perkara yang diselesaikan Panitera Laporan Bulanan
yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan  x 100% dan
diluar Gedung Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan Laporan Tahunan
Pengadilan di luar Gedung Pengadilan
Catatan :
e PermaNo.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan
e Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan
di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sding keliling
maupun gedung-gedung lainnya)
. Persentase Pencari Jumlah pencari Keadilan golongan Tertentu yang Panitera Laporan Bulanan
Keadilan Golongan Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum  x 100% dan
Tertentu yang Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Laporan Tahunan
19
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Mendapatkan
Layanan Bantuan

Catatan :
e PermaNo.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian

Hukum (Posbakum) Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan
e (Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan

terpinggirkan (marjinal)
Meningkatnya Persentase Putusan Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti  x 100% Panitera Laporan Bulanan
Kepatuhan Tehadap | Perkara Perdata Y ang Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT dan
Putusan Pengadilan | Ditindaklanjuti Catatan: Laporan Tahunan

(dieksekus) BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
Tabel 1
Reviu Indikator Kinerja Utama
20

LKjIP Tahun 2019 - Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas ||




L)

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan

D. Program Utama dan K egiatan Pokok

menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Program Utama merupakan

unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksankan oleh satu
atau beberapa satuan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-

tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan .
Adapun program-program dan kegiatan pokok tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan M anajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk
mencapal sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administras
perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il dalam pelaksanaan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, dan Perdata.

b. Penyelesaian Perkara Pidana, dan Perdata.

c. Penelitian berkas perkara banding, kasasi, PK dan Grasi disampaikan
secara lengkap dan tepat waktu.

d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat
waktu.

e. Publikas dan transparasi proses penyel esaian dan putusan perkara.

f. Meng-upload perkara ke website.

2.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya
Mahkamah Agung

Program Dukungan Mangemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis

menciptakanm sumber daya manusia yang berkualitas dengan melaksanakan

pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam
program ini adalah :

21
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3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
c. Tindak lanjut temuan yang masuk.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapa sasaran dtrategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di

lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

E. Hubungan Program, Kegiatan Pokok, Sasaran dan I ndikator Kinerja Utama

Sasar an, Kebijakan,Program Kegiatan Pengadilan Negeri M uara Bulian
Kelasl|

Indikator Kinerja

Program Kegiatan Pokok | Sasaran strategis Utama

Peningkatan Peningkatan Terwujudnya Persentase sisa
Manajemen Manajemen proses perkarayang
Peradilan Peradilan Umum peradilan yang | diselesaikan
Umum pasti, Perdata
transparan dan | Pidana
akuntabel

Persentase perkara
yang diselesaikan
tepat waktu
Perdata

Pidana

Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum

BANDING
Perdata
Pidana
Pidana Anak

22
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KASASI
Perdata
Pidana

PK
Perdata
Pidana

Persentase perkara
pidana anak yang
diselesaikan dengan
divers

Indeks responden
pencari keadilan yang
puas terhadap layanan
pengadilan

Meningkatkan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Persentase isi putusan
yang diterima oleh
para pihak tepat waktu

Persentase perkara
yang diselesaikan
melalui medias

Persentase berkas
perkara yang digjukan
banding, kasas, PK
secara lengkap dan
tepat waktu

Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
putus

Peningkatan
sarana
prasarana
aparatur
mahkamah

agung

dan

Peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur mahkamah

agung

Meningkatkan
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Persentase prodeo
yang diselesaikan

Persentase perkara
yang diselesaikan
diluar gedung
pengadilan

Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang
mendaoat |ayanan
Bantuan Hukum
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Meningkatnya Persentase putusan

(Posbakum)

kepatuhan perkara perdata yang
terhadap putusan | ditindaklanjuti
pengadilan (dieksekusi)

Tabel 2

Hubungan program, Kegiatan Pokok, sasaran dan Indikator Kinerja Utama

F. RencanaKinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 11 Tahun 2020
merupakan komitmen Panitera bersama seluruh jgaran Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il dalam menetapkan kinerja dengan
tahapan-tahapan yan terencana dan terprogram serat sistematis melalui
Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Pengadilan Neeri Muara Bulian Kelas |1 dibuat untuk
memberikan arah dan sasaran serta target yang jelas dan terencana serta
sebagal pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian
Kelas Il yang telah disdaraskan dengan arah kebijakan dan Program
Mahkamah Agung. Adapun rencana Kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian
Kelas |l yan telah dibuat dapat dijelaskan padatabel dibawah ini.

24
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Rencana Kinerja Tahun 2020

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas| |
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Sasaran Strategis Indikator Target
Terwujudnya proses peradilan yang | Persentase sisa perkara yang
pasti, transparan dan akuntabel diselesaiakan
- Perdata 100%
- Pidana 100%
Prsentase perkara yang disel esakan
tepat waktu
- Perdata 85%
- Pidana 100%
Persentase perkara yang tidak
menaj ukan upaya hukum
- Banding
e Perdata 60%
e Pidana 75%
- Kasas
o Perdata 70%
« Pidana 80%
- PK
o Perdata 5%
» Pidana 5%
Persentase perkara pidana anak 40%
yang diselesakan dengan diversi
Index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan 100%
peradilan
Peningkatan efektifitas pengelolaan | Persentase isi putusan yang
penyelesaian prkara diterima oleh para pihak tepat 100%
waktu
Persentase perkara yang 2%
diselesaikan melalui mediasi
Persentase berkas perkara yang 100%
digjukan banding, Kasasi, PK
secara lengkap dan tepat waktu
25




Prerentase putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online 100%
dalam waktu 1 hari setelah putus
(Perkaratipikor)

Meningkatkan akses peradilan bagi | Persentase perkara prodeo yang
masyarakat miskin dan | diselesaikan Pengadilan
terpinggirkan tidak
memiliki
perkara

Persentase perkara yang Pengadilan
diselsaikan diluar gedung tidak
Pengadilan memiliki
Zetting
plaats

Persentase pencari keadilan
gologan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum 100%
(Posbakum)
Terwujudnya kepatuhan terhadap | Persentase putusan perkara perdata
putusan pengadlan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
100%
Tabel 3

Rencana Kinerja Tahun 2020

G.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il Tahun 2020
berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPIMN). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan
kebijakan umum Mahkamah Agung dalam rangka penggunaan anggaran tahun
2020.

Hasil Reviu Rencana Startegis 2019-2019 belum sepenhnya disesuaikan
dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas I
Tahun 2019 telah disdlaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan
dicapai di Pengadilan Negeri MuaraBulian Kelas Il pada tahun 2019.
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Perjanjian Kinerja tahun 2020 telah disinkronkan dengan IKU tersebut serta

mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri
Muara Bulian Kelas Il Tahun 2019 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci
sebagai berikut :
PENETAPAN KINERJA
Tabel 4

PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELASII
TAHUN 2020

No.

Sasaran Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1

Terwujudnya Proses
Peradilan Y ang Pasti,

Persentase sisa perkara
yang diselesaikan :

Transparan dan Akuntabel - Perdata
- Pidana

100%
100%

b. Persentase Perkarayang
diselesaikan tepat waktu
- Perdata
- Pidana

85%
100%

c. Persentase Perkarayang
tidak mengajukan Upaya
Hukum :

- Banding
o Perdata
e Pidana

- Kasas
o Perdata
e Pidana

- PK
e Perdata
e Pidana

60%
5%

70%
80%

5%
5%

d. Persentase Perkara Pidana
Anak yng diselesaikan
dengan Diversi

40%

e. Index Responden Pencari
Keadilan yang puas
terhadap layanan
pengadilan

100%
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2. | Peningkatan Efektivitas

a. Persentase Is Putusan

(dieksekus)

Pengel olaan Penyelesaian Y ang diterima oleh Pihak
Perkara Tepat Waktu 100%
b. Persentase Perkarayang
diselesaikan melalui
Medias 20%
c. Persentase berkas perkara
yang digjukan Banding,
Kasas dan PK secara 100%
lengkap dan Tepat Waktu
d. Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara 100%
online dalam waktu 1 hari
setelah diputus
3. | Meningkatnya Akses a. Persentase Perkara Pengadilan
Peradilan bagi masyarakat Prodeo yang diselesaikan tidak
miskin dan terpinggirkan memiliki
perkara
prodeo
b. Persentase Perkarayang | Pengadilan
diselesaikan di luar tidak
Gedung Pengadilan memiliki
zitting
plaatz
C. Persentase Pencari
Keadilan Golongan
tertentu yang mendapat
Layanan Bantuan Hukum 100%
(Posbakum)
4. | Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara
terhadap Putusan Pengadilan | Perdata yang Ditindaklanj uti 100%

Jumlah Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan
Administras (01) dan Badan Peradilan Umum (03) Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp. 4.243.201.000.- (Empat Miliar dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus satu
rupiah), dengan rincian program yang akan dilaksanakan tercantum dalam tabel

sebagai berikut :
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1 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Rp.121.400.000--
Umum
Program Dukungan Manajemen dan
2 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp.3.760.421.000.-
Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana i
3 Aparatur Mahkamah Agung Rp 361.380.000.
Jumlah Rp.4.243.201.000.-
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta beronentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Enan Sugiarto, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 11

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : DR. Robinson Tangan, S H., MH.

Jabatan - Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai  lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencepai target kinerja jangka menengsh seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperfukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dani perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

NP7 1977 10121200012 1 001.-

\ hiuol Tarigan, S.H., M.H.
LNIP""’lm 0601 198103 1 006.-

W

g ]
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Akuntabilitas kinerja merupakan evaluas atas rencana kerja tahunan yang

BAB I11
AKUNTABILITASKINERJA

telah ditetapkan tahun sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran
Kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagal dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesual dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama.
Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data
kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat
waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka
perbaikan kinerja instans pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip
keseimbangan biaya dan manfaat, efisens dan efektivitas.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk memberikan reward or
punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan aat mangemen untuk
memperbaiki kinerja organisasi.

A.CAPAIAN KINERJA ORGANISAS]

Pengukuran kinerja kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas 1l
Tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan redlisasinya, sehingga terlihat
apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat
beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga
beberapa target yang belum tecapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian
kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah
ini:
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Hasil Pengukuran Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2019
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Tabel 5
Sasaran Indikator Target | Realisas | Capaian
Terwujudnya proses
peradilan yang pasti, | Persentase sisa perkara
transparan dan yang diselesaikan
akuntabel -Perdata 100,00% | 100,00% | 100,00%
-Pidana 100,00% | 100,00% | 100,00%
Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu
-Perdata 85,00% | 87,50% 102,94%
-Pidana 100,00% | 99,36% 99,36%
Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum
-Banding
* Perdata 60,00% | 50,00% 83,33%
* Pidana 75,00% | 99,78% 133,07%
-Kasas
* Perdata 70,00% | 0,00% 0,00%
* Pidana 80,00% | 42,86% 53,57%
-PK
* Perdata 5,00% 100,00% | 100,00%
* Pidana 5,00% 100,00% | 100,00%
Persentase perkara
pidana anak  yang
disdlessikan  dengan | ‘0007 | 25.00% | 62,50%
divers
Index responden pencari
keadilan yang puas
terhadap layanan 100,00% . .
peradilan 82,11% 82,11%
Meningkatkan akses | Persentase salinan 100,00% | 100,00% | 100,00%
peradilan bagi putusan yang diterima
masyarakat miskin oleh pihak tepat waktu
dan terpinggirkan
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Persentase perkara yang

diselesaikan melalui 20,00% | 7,14% 35,71%
medias

Prerentase berkas
perpara yang digukan
Banding, Kasasi, PK
secara lengkap dan tepat
waktu

100,00% | 100,00% | 100,00%

Persentase putusan
perkara yan menarik
perhatian masyarakat 100,00% | 0,00% 0,00%
yan dapat diakses secara
online dalam waktu 1
hari setelah diputus

(perkaratipikor)
Meningkatkan Persentase perkara 0,00% 0,00% 0,00%
penyederhanaan prodeo yang diselesaikan
pross  penanganan
perkara melalui Persentase berkara van
pemanfaatan o Seniase perkarayang | g 5005 | 0,00% | 0,00%
- .| diselesaikan diluar
tekonologi informas
gedung kantor
Persentase pencari
keadilan

100,00% | 100,00% | 100,00%
golongantertentu yang

mendapat layanan

bantuan (POSBAKUM)
Meningkatnya
penyederhanaan Persentase putusan
proses penangan perkara perdata yang 100,00% | 0,00% 0,00%
perkara melal ui ditindak lanjuti
pemanfaatan (dieksekus)

teknologi informas

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Pengadilan Negeri Muara Bulian
kelas Il pada tahun 2019diatas skala ordinal 75% - 99,99% sehingga dapat
dismpulkan bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas |1 dikategorikan
“CUKUP BERHASIL” dalam menempuh 4 (empat) sasaran kinerja utama
sebagaimana tabel diatas

33
LKjIP Tahun 2019 - Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas ||



Y

Adapun simpulan cukup berhasil tersebut diperoleh dari skala ordinal

dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut :

Skala Nilai Ordinal

Tabel 6
No Skala nilai ordinal Interprestasi smpulan Keterangan
1 >125% Sangat berhasil
2 100% - 125% Berhasi|
3 75% - 99,99% Cukup berhasil
4 30% - 74,99% Kurang berhasil
5 0% - 29,99 % Tidak berhasil

Dari hasil capaian kinerja organisas tersebut dapat disimpulkan bahwa
dalam tahun 2019 secara umum Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas Il
melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang
dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja telah
ditetapkan yang dicapai pada tahun 2019. Namun demikian disis lain masih
terdapat sebagaian kecil dari target indikator kinerja yang ditetapkan akan
dicapa pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan
Negeri Muara Bulian Kelas Il telah melakukan analisis dan evaluas atas
capaian kinerja tahun 2017 dengan 2018, untuk mendapat umpan balik guna
melakukan perbaikan pada Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan

Capaian dari masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai
berikut:

Sasaran 1: Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan mahkamah agung RI
dalam memberkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel .
Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator, sebagaimana digambarkan dalam
tabel dibawahini .
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Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Kinerja Utama Indikator KinerjaUtama | Target | Realisas | Capaian
Terwujudnya
proses peradilan Persentase sisa perkara yang
yang pasti, diselesaikan
transparan dan -Perdata 100,00% | 100,00% | 100,00%
akuntabel -Pidana 100,00% | 100,00% | 100,00%
Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu
-Perdata 85,00% 87,50% | 102,94%
-Pidana 100,00% | 99,36% | 99,36%
Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum
-Banding
* Perdata 60,00% 50,00% | 83,33%
* Pidana 75,00% 99,78% | 133,07%
-Kasas
* Perdata 70,00% 0,00% 0,00%
* Pidana 80,00% 42,86% | 53,57%
-PK
* Perdata 5,00% 100,00% | 100,00%
* Pidana 5,00% 100,00% | 100,00%
Persentase perkara
pidana anak  yang
disdesikan  dengan | ‘0007 | 2500% | 62,50%
divers
Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap
100,00% | 82,11% | 82,11%

layanan peradilan

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
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e Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara

Sasaran 1 Indikator Kinerjake -1
Per sentase sisa per kara yang diselesaikan

jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara
yang harus diselesaikan. Dimana dapat diperhitungkan dengan rumus
sebagai berikut :

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan x 100%

Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Catatan :

Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya

e Indikator kinerjaini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian
sisa perkara di tahun 2019 ;

e Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode
pelaporan dilakukan ;

Tabel 8
Per sentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama Target Realisas Capaian
Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
-Perdata 100% 100% 100%
-Pidana Biasa 100% 100% 100%

Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2017 — 2019 dapat
digambarkan sebagai berikut :
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Tabel 9
Sisa Perkara Tahun 2017-2019

Sisa Sisa

Tahun Jenis perkara perkara o .
perkara | yang harus yang Target | Redisas | Capaian
diselesaikan | diselesaikan

2017 | Perdata 2 2 100% 100% 100%
Pidana 22 22 100% 100% 100%
2018 | Perdata 8 8 100% 100% 100%
Pidana 6 6 100% 100% 100%
2019 | Perdata 6 6 100% 100% 100%
Pidana 8 8 100% 100% 100%

. Seluruhsisa perkara tersebut dapat diselesaikan tahun 2019. Tabel juga
menunjukkan data sgak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bahwa
capaian penyelesaian sisa perkara selalu mencapa target 100%. Hal ini
menunjukkan kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il terhadap sisa
perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun
berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan ditahun kedepannya lagi.

e Berdasarkan tabel diatas adanya peningkatan kinerja akuntabilitas kinerja pada
sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2017 -2019 capaian Kinerja
sebanyak 100% maka Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 11 telah berhasil
mencapai  kinerja “ BERHASIL” dalam menempuh sasaran kinerja
peningkatan persentase peningkatan penyelesaian perkara dengan skala
ordinal 100% - 125%.

Sasaran 1: Indikator kinerja-2

Per sentase per kar a yang diselesaikan tepat waktu

- Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang disel esaikan
dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awa tahun dan perkara yang
masuk). Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama
adaah maksma 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus
diselesaikan adalah perkara yang masuk bulan agustus tahunn sheelumnya
sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karean prkara yang masuk dibulan

Agustus s.d. Desember ditahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian
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perkara hingga tahu berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagal

kinerja di tahun berikutnya.

Dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai  berikut

Jumlah perkara yang disel esaikan tahun berjalan

Jumlah perkara yang ada

X 100%

Tabel 10
Per sentase Per kar a yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun
Perkara yang
Sefis Per_kara diselesaikan A\ _
Tahun Perkara ssa tepat waktu ( | Target | Redlisas | Capaian
+masuk dibawah 5
bulan)
2017 | Perdata 22 18 82,00% | 81,82% | 99,78%
Pidana 5.305 5.296 99,00% | 99,83% | 100,83%
2018 | Perdata 36 31 85,00% | 86,11% | 101,31%
Pidana 5.202 5.196 100,00% | 99,88% | 99,88%
2019 | Perdata 16 14 85,00% | 87,50% | 102,94%
Pidana 3.289 3.268 100,00% | 99,36% | 99,36%
e Perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah sebesar

87,50% yang diperoleh dengan melakukan perbandingan jumlah perkara

yang diselesaikan tahun berjalan sebanyak 14 (empat belas) perkara

dengan jumlah perkara yang ada sebanyak 16 (enam belas) perkara
dengan capaian kinerja sebanyak 102,94% maka Pengadilan Negeri

Muara Bulian Kelas Il telah berhasil mencapai kinerja “SANGAT

BERHASIL” dalam menempuh sasaran kinerja peningkatan persentase

peningkatan penyelesaian perkara dengan skala ordinal  100,00%-
125,00%

e Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah sebesar
99,36% yang diperoleh dengan melakukan perbandingan jumlah perkara
yang diselesaikan tahun berjalan sebanyak 3.289 perkara dengan jumlah
perkara yang ada sebanyak 3.289 perkara dengan

sebanyak 99,36% maka Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 11 telah

capaian kinerja
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berhasil mencapai kinerja “BERHASIL” dalam menempuh sasaran

kinerja ~ peningkatan persentase perningkatan penyelesaian perkara
dengan skala ordinal 75-99,99%

e Dengan demikian berarti Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas |1 telah
berhasil mencapai kinerja “BERHASIL” dalam menempuh sasaran
kinerja  peningkatan persentase penyelesaian perkara dengan skala

ordinal 100%-125%

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3
- Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan sisa perkara tahun

sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan

Tn.1-Tn X 100%

Tn.l

Persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2019 dapat digambarkan

sebagai berikut :
Tabel 11
Penurunan Sisa Perkara
: Jumlah perkara
Jenis
Tahun Tn.1- .. .

perkara Tn.l | Tn - Target | Realisas | Capaian

n
2017 Perdata 2 4 (2) 0,00% | (100,00%) 0,.00%
Pidana 23 9 14 59,00% 60,97% | 103,17%
2018 Perdata 4 8 (4) 20,00% | (100,00%) (500)
Pidana 9 6 3 60,00% 33,33% | 55,56%
2019 Perdata 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Pidana 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

» Bahwa untuk tahun 2019 persentase penurunan sisa perkara:
Redlisas perkara perdata sebesar 0,00% dan apabila dibandingkan
dengan target maka capaian kinerja adalah BERHASIL sebesar 0,00%
dengan skala nilai ordinal 0%-29,99%
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o Redlisas Perkara Pidana sebesar 0,00% dan apabila dibandingkan
dengan target yang akan dicapai maka capaian kinerja sebesar 0,00%
berarti “BERHASIL” dengan skala nilai ordinal 0% - 29,99%

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4
Per sentase per kara yang tidak mengajukan upaya hukum
- Persentase perkara yang tidak menggjukan upaya hukum adalah
perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan
jumlah putusan

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum x 100%

Jumlah putusan perkara

Catatan :
e Upayahukum = banding, Kasasi, PK
e Secara hukum semakin sedikit yang menajukan upaya hukum, maka

semakin puas atas putusan pengadilan
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Tabel 12
Per sentase Perkara yang Tidak M engaj ukan Upaya Hukum
Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama Target Realisas Capaian
Persentase perkara yang tidak
mengaj ukan upaya hukum
BANDING
-Perdata 60,00% 81,08% 135,13%
-Pidana 75,00% 99,78% 133,07%
- KASAS
-Perdata 70,00% 28,57% 40,81%
-Pidana 80,00% 75,00% 93,75%
PK
-Perdata 5,00% 100,00% 100,00%
-Pidana 5,00% 100,00% 100,00%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2019
dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13
Keadaan Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas||

Tahun Jenis Perkara Perkara

perkara putus yangtidak Target | Readlisas | Capaian
mengajukan

banding
2017 | Perdata 9 2 84,00% | 77,78% | 107,99%
Pidana 174 17 99,00% | 92,53% | 93,46%
2018 | Perdata 21 20 95,24% | 60,00% | 158,73%
Pidana 158 7 75,00% | 9557% | 127,42%
2019 | Perdata 37 30 60,00% | 81,08% | 13513%
Pidana 3268 3260 75,00% | 99,76% | 133,01%
41
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Keadaan Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasas,
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas||

Tahun Jenis Perkara Perkara

perkara putus yang tidak Target | Realisas | Capaian
mengajukan
kasas
2017 | Perdata 3 0 80% 0,00% 0,00%
Pidana 23 14 80% 60,87% | 76,08%
2018 | Perdata 1 0 70% 0,00% 0,00%
Pidana 7 3 80% 42,86% | 53,57%
2019 | Perdata 7 2 70% 28,57% | 40,81%
Pidana 7 5 80% 75,00% | 93,75%
Tabel 15

Keadaan Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas| |

Tahun Jenis Perkara Perkara
perkara putus yang tidak Target | Realisas | Capaian
mengajukan
PK

2017 | Perdata 3 - 5,00% 0,00% 0,00%

Pidana 10 - 5,00% 0,00% 0,00%

2018 | Perdata 1 0 5,00% 0,00% 0,00%
Pidana 2 1 5,00% 50,00% | 10,00%
2019 | Perdata 5 0 5,00% | 100,00% | 100,00%
Pidana 2 0 5,00% | 100,00% | 100,00%

> Bahwa capaian kinerja persentase perkara Perdata dan Pidana yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasas untuk tahun 2019 pada Pengadilan Negeri
Muara Bulian Kelas Il menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para pencari
keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il
telah “BERHASIL”sehingga hal yang memicu para pihak melakukan upaya
hukum banding, kasas sangat kecil, ha ini karena kualitas putusan yang
dibuat oleh hakim telah dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari
keadilan.

> Bahwa Sesual data pada Tabel, pada tahun 2019 realisas persentase perkara
Perdata dan Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasas ( perkara
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perdata sebesar 100,00% Pidana sebesar 100,00%, dan apabila dibandingkan
dengan target yang akan dicapai maka capaian kinerja dengan skala nilai
ordina >125% Berarti “SANGAT BERHASIL”hal ini mengindikasikan

bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Tingkat Pertama dapat menerima
putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

> Bahwa sesual data pada tabel, pada tahun 2019 realisasi persentase perkara
perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasas (perkara
perdata sebesar 0,00% pidana sebesar 0,00%) dan apabila dibandingkan
dengan target yang akan dicapai maka capaian kinerja dengan skala ordinal
0%-29,99% berarti “TIDAK BERHASIL” hal ini mengindikasikan bahwa
pencari keadilan telah sepenuhnya dapat menerima putusan Pengadilan
Tingkat Banding, sementara untuk perkara pidana apabila dibandingkan
dengan target yang dicapai maka capaian kinerja dengan skala ordinal 0%-
29,99% berarti “TIDAK BERHASIL” hal ini mengindikaskan bahwa
pencari keadilan sepenuhnya telah dapat menerima putusan Pengadilan
Tingkat Banding.

> Bahwa sesual data pada tabel, pada tahun 2019 realisas persentase perkara
Perdata dan Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PK (perdata sebesar
100,00% pidana sebesar 100,00%) hal ini mengindikasikan bahwa pencari
keadilan pada Pengadilan Tingkat Pertama dapat menerima Putusan
Mahkamah Agung RI

»  Sementara pihak yang berperkara atau Jaksa yang mengajukan upaya hukum
banding artinya putusan pengadilan tingkat pertama oleh Hakim tingkat
pertama belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa.

Sasaran 1- Indikator kinerja ke-5
Per sentase per kar a pidana anak yang diselesaikan melalui diversi
Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan

dengan diversi dengan jumlah perkara anak, melalui rumus;;
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Jumlah perkara anak yang diselesaikan secara divers x 100%

Jumlah perkara pidana anak

Divers: diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum berumur 12 (dua
belas) Tahun (PP Nomor 65/2015).
Pengertian Diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan
penyelesaian perkara anak dari proses peradlan pidana ke proses di luar peradilan
pidana. Proses divers wajib diupayakan dalam setiap tahapan system peradilan
pidana anak dimula pada tahap penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di
sidang pengadilan.
Syarat Diversi pada pasal 7 UU SPPA ;
(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di
pengadilan negeri wajib diupayakan Divers ;
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak
pidana yang dilakukan :
a. Diancam dengan pidgna pengar dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Per sentase Per kar a Pidana Anak Divers

Tahun 2019
Tabel 16
Indikator Kinerja Utama Target Realisas Capaian
Persentase perkara pidana anak yang | 40,00% 25,00% 62,50%
diselesaikan dengan divers

» Pada tahun 2019 terdapat 4 (empat) ) Perkara pidana anak hanya 1
perkara yang digukan melalui upaya divers Capaian kinerja yang dicapai
di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il adalah sebesar 62,50%
dengan realisas kinerja sebesar 25,00% sehingga apabila dilakukan
perbandingan dengan target yang akan dicapai diawal tahun 2019 sebesar
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40,00% maka Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas || mencapal kinerja
“KURANG BERHASIL”

dadam menempuh sasaran kinerja
peningkatan persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan

divers dengan skala ordinal 30,00%-69,99%.

Tabel 17
Per sentase Per kara Pidana Anak yang diselesaikan dengan
Divers
Jumlah | Diselesaikan
Tahun | Perkara secara Target | Realisas | Capaian
Anak divers
2017 3 0 40,00% 0,00% 0,00%
2018 7 1 40,00% | 25,00% | 62,50%
2019 4 1 40,00% | 25,00% | 62,50%

Tahun 2019 jumlah perkara Pidana anak adalah sebanyak 4 perkara dan
yang diselesaikan secara diversi sebanyak 1 perkara, sehingga realiss dari
indikator persentase perkara anak yang diselesaikan secara divers adalah
sebesar62,50% (Analisasi tercapai atau tidak tercapai)

Sasaran 1 -Indikator ke-6:

Index responden pencari keadilan yang puas ter hadap layanan peradilan

e Nila Index Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh darii hasil konvers atas survei

kepuaan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan
Pengadilan di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 1. Survel dilakukan
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara
dan Reformas Birokras Republik Indonesia Nomor 14 Tahunn2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara
Pelayanan Publik dengan nilai perseps minima 3,6 dengan nilai konvers
internal IKM Indek harus > 80.

e Hasil Survey
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Tabel 18
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan
Jumlah
Tahun Responden Target Realisas Capaian

Survel
2017 100 100,00% | 79,98% 79,98%
2018 100 100,00% | 82,00% 82,00%
2019 100 100,00% | 82,11% 82,11%

» Bahwa Survey dilaksanakan menyebarkan kuisioner kepada pelanggan
dan untuk tahun 2019 terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 100
(seratus) angket dan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa Indeks
responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan di
Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas |1 sebesar 100% dengan target
yang ditetapkan sebesar 100% maka capaian yang dicapai adalah sebesar
100% dan berada pada kategori pada skala ordina (62,51% -
100,00%)->“ BERHASIL”

Sasaran 2

Terwujudnva Peninakatan Efektifitas Penaelolaan Penvelesaian Perkara
Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur efektifitas pengelolaan sistem perkara.
Sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel
dibawah ini

Tabel 19
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
. Capaian
Sasaran Indikator 2017 2018 2019
Peningkatan Persentaseisi putusan | 100,00% | 100,00% | 100,00%
efektifitas yang diterima oleh para
peng;l olaan pihak tepat waktu
et " [ Persentase perkarayang | 100,00% | 100,00% | 100,00%
P diselesaikan melali
medias
Persentase berkas N 0 )
perkara yang digjukan | 100.00% | 100,00% | 100,00%
banding, kasasi,PK
secara lengkap dan
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Persentase putusan 100,00% | 100,00% | 100,00%
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 (satu) hari
setelah putus

tepat waktu
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Sasaran ke -2 Indikator ke-1
persentase is putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah Salinan putusan yang

dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan
- Dimanadapat dibandingkan dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu x 100%

Jumlah putusan

- Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pengadilan dalam
efektifitas pengeolaan perkara khususnya ketepatan waktu dalam memberikan
salinan putusan

Tabel 20
Per sentase Salinan Putusan yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
Tahun 2017-2019

Putusan yang
Jenis Jumlah diterima — :
Tahun perkara | Putusan | Tepat waktu Target | Redlisas | Capaian
2017 Perdata 32 22 100,00% | 100,00% | 100,00%
Pidana 5.296 5.296 100,00% | 100,00% | 100,00%
2018 Perdata 36 36 100,00% | 100,00% | 100,00%
Pidana 5.196 5.196 100,00% | 100,00% | 100,00%
2019 Perdata 24 24 100,00% | 100,00% | 100,00%
Pidana 3.261 3.261 100,00% | 100,00% | 100,00%

Jumlah putusan tahun 2019 adalah sebanyak 3.285 perkara dan jumlah Salinan
putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 3.285 Perkara,
sehingga realisas inidkator ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 100%
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e Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yng disel esaikan

Sasaran 2 Indikator ke-2

Per sentase per kar a yang diselesaikan melalui mediasi

melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi

menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Medias di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh
mediator.

e Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2006 semua sengketa perdata yang digjukan
ke Pengadlan termask perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan
pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian
melaui Mediasi, kecuali.

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu
penyelesaiannya meliputi antaralain :
a. Sengketa yang pemeriksaannya melalui prosedur Pengadialan Niaga ;
b. Sengketa yang diselesakan melalui prosedur Pengadilan Hubungan

Industrial

Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Keberatan atas Putusan Badan Penyel esaian Sengketa Konsumen ;

Permohonan pembatal an putusan arbitrase ;

P T~

Keberatan atas putusan Komisi Informasi ;

Penyel esaian perselisihan partai politik ;

- @

Sengketa yang diselesaikan melalui tatacara gugatan sederhana ;

Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang

waktu penyelesaian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;

2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau
tergugat yang telah dipanggil secara patut;

3. Gugatan balik (rekonvens) dam masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara
(intervensl) ;

4. Sengketa mengenal pencegahan, penolakan, pembatalan dan  pengesahan
perkawinan ;
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5. Sengketa yang digjukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaiannya

diluar pengadlan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang
terdaftar di Pengadlan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan
pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat;

e Dimanadapat dituangkan dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi X 100%

Jumlah perkara yang dilakukan medias

e Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pengadilan dalam

efektifitas pengel olaan perkara khususnya penyel esaian perkara melalui mediasi

Tabel 21
Perkara yang Diselesaikan M elalui Medias
Perkara P;r;z;ra
Tahun | Y¥Y9 | disdlesaikan | Target | Realisasi | Capaian
dilakukan .
o mel alui
mediasi .
medias
2017 5 0 20,00% 0,00% 0,00%
2018 7 2 20,00% | 40,00% | 200,00%
2019 14 1 20,00% 7,14% 35,7%

Jumlah perkara yang dilakukan medias pada tahun 2019 adalah sebanyak 14
Perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak
1 Perkara sehingga realiasi dari indikator ini dalah sebesar 7,14 % dengan
capaian 35,7%%

Sasaran 2 Indikator ke-3

Per sentase perkara yang diajukan banding, kasas dan PK secara lengkap dan
tepat waktu

e Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang
dimohinkan banding, kasas dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan
jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK ;
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Berkas perkara yang disebut tepat waktu jika penyelesaian pengiriman berkas

banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu maksimal 30 hari (PERDATA) atau
14 hari (PIDANA), pengiriman berkas kassi ke Mahkamah Agung dalam waktu

maksimal 65 hari dan pengiriman berkas peninjaan kembali ke
Mahkamah agung

dalam waktu maksma 30 hari setelah pmeriksaan
persidangan (PIDANA) atau 30 hari setelah jawaban/tanggapan atas alasan PK
(PERDATA)
e Dimanadapat dituangkan dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah berkas perkara yang digjukan banding, kasasi, PK secara x 100%
lengkap

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi, PK
secara lengkap

e Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pengadilan

dalam efektifitas pengelolaan perkara khusunya persentase perkara yang

digjukan banding, kasas dan PK

Tabel 22

Per sentase Ber kas Per kara yang Diajukan Banding
secar a lengkap dan tepat waktu
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Berkas Jumlah
perkarayang Berkas
jenis | digjukan | Perkarayang
Tahun erkara bandin dimohonan Target | Realisas | Capaian
P 3’ banding
Secdl secara
lengkap lengkap
Perdata 3 3 100,00% | 100,00% | 100,00%
2017
Pidana 16 16 100,00% | 100,00% | 100,00%
2018 |Perdata 1 i 100,00% | 100,00% | 100,00%
Pidana 7 7 100,00% | 100,00% | 100,00%
2019 |Perdata 7 7 100,00% | 100,00% | 100,00%
Pidana 7 7 100,00% | 100,00% | 100,00%
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Tabel 23
Per sentase Ber kas Per kara yang Diajukan Kasas
secar a lengkap dan tepat waktu

((‘)|

- |Perdata 1 1 100,00% | 100,00% | 100,00%

F i/ Pidana 9 9 100,00% | 100,00% | 100,00%
2018 |Perdata 1 i 100,00% | 100,00% | 100,00%
Pidana 4 4 100,00% | 100,00% 100,00%

Tabel 24
Per sentase Ber kas Per kara yang Diajukan PK
secar a lengkap dan tepat waktu

Perdata 0 0 100,00% 0,00% 0,00%
2ot Pidana 0 0 100,00% 0,00% 0,00%
2018 |Perdata 1 - 1100,00% | 100,00% | 100,00%
Pidana 1 1 100,00% | 100,00% | 100,00%
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> Sesual data pada Tabel , selama tahun 2019 berkas perkara yang
mengajukan banding dan Kasas di Pengadilan Negeri Muara Bulian
Kelas Il sebanyak 29 berkas perkara (perdata, pidana). Setelah
ditelaah seluruh berkas yang masuk tersebut disampaikan secara

lengkap. Dengan demikian realisas dan capaian berkas perkara yang
digukan banding dan diterima di Pengadilan Tinggi secara lengkap
tahun 2018 dapat mencapai target 100%, dan capaian tersebut sama
dengan beberapa tahun sebelumnya (tahun 2017 sampai dengan tahun
2018).

> Capaian tersebut diperoleh karena berkas perkara yang digjukan oleh
Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi selamaini telah disampaikan
secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus
dikembalikan dari Pengadilan Tinggi hal ini dapat mempercepat
proses penyelesaian perkara di tingkat pertama. Hal ini menunjukkan
efektifitas Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara
Bulian Kelas Il dalam hal tertib administras telah tercapai.

Sasaran 2 Indikator kinerja ke -4
Per sentase putusan per kara yang menarik per hatian masyar akat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

e Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yan menarik
perhatian masyarakat yan dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setel ah
putus dengan putusan perkara yan menarik perkatian masyarakat.

e Dimanadapat dituangkan dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah putusan perkara yang diupload dalam website X 100%
Jumlah perkara yang diputus
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Tabel 25

Putusan Perkara yang Menarik Perhatian M asyar akat yang Dapat
Diakses Secara online dalam waktu 1 hari Setelah Putus

2017 ’ . 100,00% |  0,00% 0,00%

2018 2 _ 100,00% |  0,00% 0,00%

» Capaian Target ki nerjasebé’mr 0% pada penyelesaian putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakaf yang dapat diakses secara online dalam waktu
1 hari setelah putus yang diselesaikan pada tahun 2019 menunjukkan
bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas || “TIDAK BERHASIL”
melaksanakan indicator kegiatan tersebut dan berada pada skala ordina 0% -
29,99%  dengan terlihat pada tabel bahwa peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara dikarena Pengadilan Negeri Muara Bulian

Kelas |1 tidak melaksanakan persidangan perkara Tipikor

e Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada
Peraturan Mahkmah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014.

e Ruang lingkup layann hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan,
terdiri dari :
a. Layanan Pembebasan biaya perkara ;
b. Penyelenggaranaan sidang diluar gedung Pengadilan Negeri, dan
c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri ;
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Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Capaiam
2017 2018 2019

Indikator Kinerja

a. Persentase  perkara  prodeo  yang

diselesaikan 0,00% 0,00% | 0,00%
b. Persentase perkara yang diselesaikan

diluar gedung pengadilan 0,00% |0,00% | 0,00%
c. Persentase pencari keadilan golongan

0 0
tertentu yang mendapat layanan bantuan 0,00% | 0,00% 0,00%

hukum (Posbakum)

Sasaran 3 indikator 1

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang
diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo ;

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat
mengaj ukan pembebbasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan : Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa/l_urah/kepala Wilayah setelmpat yang menyatakan bahwa benar yang
bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan
Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu
Program Kluarga Harapan (PKH), kartu bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu
Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan
daftarpenduduk miskin dalam basis data terpadu pemerinth atau yang
dikeluarkan oleh instans yangberwenng untuk memberkan ketergngan tidak
mampul.

Layanan Pembebeasqgn biaya perkara diberikan sepanjang ketersdiaan anggaran
di Pengadilan dan berlkau pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi,
peninjauan kembali eksekusi dan sidang diluar gedung pengadilan serta
Posbakum Pengadilan ;
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Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan x 100%

e Dimanadapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah perkara prodeo

o Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan
Negeri Muara Bulian kelas 1l dalam meningkatkan akses Peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan khusunya terkait perkara prodeo

Tabel 27
Per sentase Per kar a Prodeo yang Diselesaikan
Tahun 2017-2018

Jumlah
Tahun Jumlah perkara prodeo
perkara prodeo yang telah Target Redlisas | Capaian
diselesaikan
2017 - - 0,00% 0,00% 0,00%
2018 - - 0,00% 0,00% 0,00%
2019 - - 0,00% 0,00% 0,00%

» Segjak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak ada perkara Prodeo yang
masuk baik Pidana maupun Perdata sehingga tidak ada realisasi dan capaian
terhadap target, sedangkan sgjak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018
Kantor Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 11, telah menganggarkan pada
DIPA BADILUM untuk tahun 2018 sebanyak 2 (dua) perkara prodeo dalam
perkara Pidana namun untuk tahun 2019 Pengadilan Negeri Muara Bulian

Kelas |1 tidak lagi mengganggarkan dana untuk penyelesaian perkara prodeo.

» Capaian Target kinerja sebesar 0% pada penyelesaian persentase perkara
prodeo yang diselesaikan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Pengadilan
Negeri Muara Bulian Kelas || “KURANG BERHASIL” melaksanakan
indikator kegiatan tersebut dan berada pada skala ordina 0% - 29,99%
dengan terlihat pada tabel bahwa akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan tidak dapat terlaksana dengan alasan sebagaimana tersebut
diatas.

56
LKjIP Tahun 2019 - Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas ||



Sasaran 3 Indikator kinerja ke-2

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah
per bandingan antara jumlah yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

Indikator  ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang
diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya
di selesakan di luar gedung pengadilan;

e Layanan sidang diluar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang
pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk
mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor
pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis;;

e Dimanadapat dihitung dengan rumus sebagai berikut

Jumlah perkara yang diselesaiakan diluar gedung

pengadilan x 100%

Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar
gedung pengadilan

e Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan
Negeri Muara Bulian kelas Il dalam pelaksanaan perkara yang diselesaikan
diluar gedung Pengadilan

- Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il untuk tahun 2019 semua perkara
perdata yang masuk dan dilaksankan melalui proses medias oleh para pihak
berperkara memilih mediator yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim, sehinga
proses persidangan dapat terlaksana diluar gedung kantor Pengadilan Negeri

Muara Bulian Kelas 11
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Per sentase Per kar a yang Diselesaikan Di luar Gedung Pengadilan

Jumlah perkara | Jumlah perkara
yang seharusnya yang
Tahun diselesaikan diselesaikan | Target | Realisasi | capaian
diluar gedung dilur gedung
pengadilan pengadilan
2017 - - 0,00% | 0,00% 0,00%
2018 - - 0,00% | 0,00% 0,00%
2019 - - 0,00% | 0,00% 0,00%

» Di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il saat ini masih belum bisa

melayani penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan (Zitting Platz)

Karena Pengadilan Negeri tidak mempunyai tempat sidang diluar gedung

utama (Zitting Platz)

» Capaian Target kinerja sebesar 0% pada penyelesaian perkara diluar gedung
pengadilan (Zitting Platz) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Pengadilan

Negeri Muara Bulian Kelas || “KURANG BERHASIL”

melaksanakan

indicator kegiatan tersebut dan berada pada skala ordina 0% - 29,99%

dikarenakan sebagaimana a asan tersebut diatas.

Sasaran 3 Indikator ke-3
Per sentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)

¢ Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan

tertentu yang mendaoat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan

golongan tertentu.

e Penerima layanan Posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu

secara ekonomi dan/atau memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum

yang memerlukan layanan berupa pemberian informas konsultasi, advis hukum

dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan,

- Dimanadapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah pencari
mendapat |ayanan bantuan hukum

keadilan golongan tertentu yang

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu

X 100%
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Tabel 29

Per sentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat L ayanan

Bantuan Hukum

(Posbakum)
Jumlah pencari
;l;nmc!,:rrll keadiilan
: gologan tertentu . .
Tahun | keadilan Target | Realisas | Capaian
golongan g TR0 : ®
wriaca layanan bantuan
hukum
2017 25 25 100,00% | 100,00% | 100,00%
2018 41 41 100,00% | 100,00% | 100,00%
2019 51 51 100,00% | 100,00% | 100,00%
» Capaian Target kinerja sebesar 100% pada persentase pencari

Sasaran 4

keadilan golongan tertentu layanan pada
POSBAKUM dengan menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Muara
Bulian Kelas Il “BERHASIL” melaksanakan indicator kegiatan
tersebut dan berada pada skala ordinal 100% - 125% dengan terlihat
pada tabel bahwa akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan tidak dapat terlaksana dengan terlaksananya pelayanan

Posbakum

yang mendapat

M eningkatnya kepatuhan ter hadap putusan pengadilan

Sasaran 4 Indikator kinerja ke 1
Per sentase putusan per kar a per data yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

e Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah

perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti dengan

jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT

e Dimanadapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti

Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT

X 100%
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e Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan

Negeri Muara Bulian kelas |1 dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan

pengadilan
Tabel 30
Kepatuhan Putusan Pengadilan
A Indikator Kinerja o :
Kinerja Utama Utama Target | Redlisas | Capaian
Meningkatnya Persentase putusan
kepatuhan terhadap | perkara perdatayang | 100%
putusan pengadilan | ditindak lanjuti 000% | 000%
(dieksekusi)
Tabel 31
Jumlah Putusan Yang Ditindak lanjuti
Jumlah putusan Jumlah putusan
perkarayang perdata yang S .
ditindak lanjut sy | VEEE | RElEEl | CEmEED
24 15 100% | 62,50% 62,50%

» Dari tabel menunjukan bahwa pada tahun 2018 persentase perkara perdata
yang ditindak lanjuti (dieksekusi) mencapai target 100,00% dari 24 (Dua
Puluh Empat) perkara perdata yang telah putus di Pengadilan Negeri Muara
Bulian Kelas Il, Capaian Target kinerja sebesar 62,50% pada persentase
perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)) pada tahun 2019
menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il telah
“TIDAK BERHASIL” melaksanakan indikator kegiatan tersebut dan
berada pada skala ordina 0% - 29,99% dengan terlihat pada tabel bahwa
kepatuhan pihak berperkara yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap
semakin sedikit dikarena pihak berperkara atas putusan pengadilan dengan
bersedia untuk menyerahkan objek sengketa secara sukarela dan juga tidak

terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum eksekusi.
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Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungs
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas |1, pada awal tahun 2019 Pengadilan
Negeri Muara Bulian Kelas Il mendapatkan alokas anggaran sebesar Rp
3.641.309.000.- (Tiga Miliyar EnamRatus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus
Sembilan  Ribu Rupiah) dan mengalami kekurangan Pagu Minus Belanja

B. AKUNTABILITASKEUANGAN

Pegawal Sebanyak Rp. 233.391.- (dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus
sembilan puluh satu rupiah) dan dengan rincian daftar isian pelaksanaan

anggaran sebagar berikut :

1. DIPA
a. DIPA 005.01 (Badan Urusan Administrasi)
Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 3.533.545.000.- (tiga milyard lima
ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang
terperinci untuk mencapai output program kegiatan yang telah ditentukan.

Tabel 32
Rincian DIPA berdasakan kelompok belanja

No Kelompok Belanja Jumlah
(Rp)
1 Belanja Pegawai (51) 2.784.339.000.-
2 Belanja Barang (52) 723.306.000.-
3 BelanjaModal (53) 26.000.000.-
Jumlah ... 3.533.54.000.-
61

LKjIP Tahun 2019 - Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas ||



L)

Tabel 33
Rincian DIPA berdasakan Program
Jumlah
No Program
o (Rp)
1 | Program dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya Mahkamah Agung 3.507.645.000.-

a. Layanan Dukungan Mangemen Satker 32.810.000.-
Daerah
b. Layanan Perkantoran

-Ggji dan Tunjangan 2.784.339.000.-
-Operasional dan pemeliharaan | 773.696.000.-
kantor
2 | Program Peningkatan sarana dan prasarana 26.000.000.-
aparatur Mahkamah Agung
Nuillahgi e . N 3.533.540.000.-

Dalam perjaanannya, DIPA 005-01 mengalami beberapa kali revisi.

Revis dilakukan untuk menyesuailkan dan mengotimalkan
pel aksanaan DIPA.

Tabel 34
Revis yang telah digjukan terhadap DIPA

No

Program Tanggal Pengesahan

Revis POK dan Rencana | 29-05-2019
Penarikan dana (Hal 11 DIPA) | DS : 5799-9280-0360-3294

Revisi Penambahan Pagu 30-09-2019
DS : 5799-9280-0360-3294

Revis POK dan Rencana| 30-11-2019
Penarikan dana ( Hal 111 DIPA) | DS : 9732-8371-7671-4911

Revis pengurangan pagu 20-12-2019
DS : 0734-6465-8571-3073

Revisi pemutahiran Database | 27 Desember 2019
DS: 0734-6465-8571-3073

Revis Pagu Minus 3 Januari 2020
DS: 5206-7087-9530-4840
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Dari Revisi DIPA tersebut tidak mengubah output kegiatan tetapi

hanya pergeseran antar akun dalam kompoen yang sama.

Tabel 35
Rincian DIPA berdasakan Program
Jumlah
No Program
2 (Rp)

1 Program dukungan mangemen dan

pelaksanaan  tugas teknis lainnya | 3.489.813.000.-

Mahkamah Agung

a Layanan Dukungan Mangemen 32.810.000.-
Satker Daerah

b. Layanan Perkantoran

- Ggji dan Tunjangan 2.683.057.000.-

- Operasional dan pemeliharaan 773.696.000.-

kantor

g Program  Peningkatan sarana dan 51.000.000.-

prasarana aparatur Mahkamah Agung

Jumlah ........ L. 00 S ... L. 3.540.813.000.-

2.DIPA (03) BADAN PERADILAN UM UM
Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 107.764..000.- (Seratus tujuh juta juta
tujuh ratus enam pulh empat rupiah). DIPA (03) dilaksanakan 1 (satu)
program kerja yaitu Program peningkatan mangemen peradilan umum,
sebesar Rp. 107.764..000.- (Seratus tujuh juta juta tujuh ratus enam pulh

empat rupiah).
Tabel 36
Rincian DIPA berdasakan Program
Jumlah
No Program
2 (R)
1 Program peningkatan Manajemen
Peradilan Umum
Layanan Pos Bantuan Hukum 24.000.000

Perkara Peradilan yang diselesaikan 83.763.000.-
ditingkat Pertama dan Banding yang tepat
waktu

Jumlah ... 107.764.000.-
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No Program Tanggal Pengesahan

Tabel 37
Revis yang telah digjukan terhadap DIPA

1 Revis POK dan Rencana | 30-09-2019
Penarikan dana (Hal 111 DIPA) | DS: 2577-5081-0680-0416

2 Revis POK dan Rencana| 26-11-2019
Penarikan dana (Hal 1l DIPA) | DS: 2577-5081-0680-0416

3 Revis Pemutakhiran Data | 27-12-2019
Base DS: 2577-5081-0680-0416

Rincian Pagu awal dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) dan DIPA
(03) sebagai berikut
Rincian pagu awal dan realisas anggaran untuk DIPA (01) dan DIPA (03)
sebagai berikut :

A. PAGU DAN REALISASI DIPA (01)
1. BELANJA PEGAWAI
Belanja pegawai meliputi belanja pegawa yang mengikat dan tidak
mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan,
honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja
modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

Tabel 38
Realsias Belanja Pegawai Tahun 2018 dan 2019
Belanja 2019 2018
pegawai Rupiah % Rupiah %

Pagu/DIPA | 2.683.057.000.- | 100,00% | 2.784.115.000.- | 100,00%
Redisas | 2.683.293.856.- | 100,01% | 2.960.488.201.- | 106,33%
Ssa (233.391-) | 0,1% | (140.066.000.-) | (6,33%)

a. RencanaKerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja pegawai dalam DIPA tahun 2019 dilingkungan
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il sebesar Rp 2.683.057.000.-
(dua milyar enam ratus delapan puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu
rupiah)
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b. Pelaksanaan anggaran

Dari pagu belanja tahun 2019, anggaran belanja pegawai yang
terserap atau terealisas sebesar 2.683.293.856.- (Dua Miliyar Enam
Ratus Delapan Puluh Tiga Juta dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu
Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) .total belanja pegawai
yang telah terealisas selama tahun 2019, dapat dilihat pada pagu
belanja telah terserap sebesar 100,01%

. Sisaanggaran pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang
telah terealisas, tercatat pagu minus sebesar Rp.233.391.- (dua ratus

tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah )

2. BELANJA BARANG
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis

paka dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya

pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja dilakukan

berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap

pekerjaan yang belum ditetapkan standard biaya dilakukan atas dasar Term of

Reference (TOR) dan rincian anggaran belanja (RAB). Belanja barang melipuiti

belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat

Tabel 39
Realisas Belanja Barang Tahun 2018-2019
Belanja 2019 2018
Barang Rupiah % Rupiah %
Pagu/DIPA 773.696.000 100% 708.806.000 100%
Realisas 756.945.566 97.84% 698.363.809 99.53%
Sisa 16.750.434 2.16% 10.442.191 0,47%

a. RencanaKerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja barang DIPA(01) tahun 2019 di lingkungan Pengadilan
Negeri Muara Bulian Kelas Il adalah sebesar Rp 773.696.000.- (Tujuh ratus

tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
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b. Pelaksanaan Anggaran

L)

Dari pagu belanja barang tahun 2019, anggaran belanja barang yang
terserap atau terealisas adalah sebesar Rp 756.945.566.- (tujuh ratus lima

puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam

puluh enamrupiah) atau sebesar 97.84%. Dari pagu anggaran

c. SisaAnggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
diredlisas, tercatat total sisa anggaran belanja adalah sebesar Rp.
10.442.191.- (Sepuluh juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus

sembilan puluh satu rupiah) atau sekitarl,47% dari pagu anggaran

3. BelanjaModal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang

sarana dan prasaran, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan

pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung tupoksi.

Tabel 40
Realisas Belanja M odal Tahun 2018 dan 2019
Belanja 2018 2019
M odal Rupiah % Rupiah %
Pagu/DIPA 131.000.000 100,00% 51.000.000 100,00%
Realsias 131.000.000 100,00% 51.000.000 100,00%
Sisa - - - -

a. RencanaKerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja barang DIPA(01) tahun 2019 di lingkungan Pengadilan
Negeri Muara Bulian Kelas Il adalah sebesar Rp 51.000.000.-(lima puluh

satu juta rupiah)
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Dari pagu belanja modal tahun 2019, anggaran belanja modal yang
terserap atau terealisas adalah sebesar Rp 51.000.000.-(lima puluh satu

b. Pelaksanaan anggaran

jutarupiah) atau sekitar 100% dari pagu anggaran

c. Sisaanggaran
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
direalisas , tercatat total sisa anggaran belanja modal adalah sebesar Rp 0, -

dari pagu anggaran

2.PAGU DAN REALISASI DIPA (03)

Pagu belanja pada DIPA (03) untuk kegiatan Peningkatan manajemen
Peradilan Umum tahun 2018 adalah sebesar Rp 107.764.000.-(Seratus tujuh juta
tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) teredisas sebesar Rp 107.194.900.-
(Seratus tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
atau sekitar 99.47%

Belanja barang DIPA (03) ditujukan untuk menunjang kegiatan
operasional persidangan peradilan.

Tabel 41

Pagu dan Realisasi Belanja Barang DIPA (03)
Tahun 2018 dan 2019

Belanja 2018 2019
barang Rp % Rp %
Pagu/DIPA 121,684,000 100% 107.764.000 100%
Realsas 119,983,425 98.60% 107.194.900 99.52%
Sisa 1,700,575 1,40% 569.100 0.48%

a. Rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL)
Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Tahun 2019 di Pengadilan
Negeri Muara Bulian Kelas Il adalah sebesar Rp 107.764.000.- .-(Seratus

tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)

67
LKjIP Tahun 2019 - Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas ||



L)

Dari pagu belanja barang tahun 2019 anggaran belanja barang yang terserap
atau terealisas adalah sebesar Rp 107.194.900.-(Seratus tujuh juta seratus
sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)

b. Pelaksanaan anggaran

. Sisa pelaksanaan anggaran
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang terealisas,
tercatat sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah sebesar Rp 569.100.-
(lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) . atau sekitar 0.53% dari

pagu angdaran

Pengelolaan keuangan yang didasarkan pada kedua DIPA tersebut,
selanjutnya dipertanggunjawabkan setiap bulannya dalam laporan keuangan.

Selain bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan berdasarkan 2
(dua) DIPA, bagian keuangan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il juga
bertanggungjawab dalam mengkoordinir laporan pertanggungjawaban dimuka
tunjangan khusus kinerja satker Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il ,
dimana laporan tersebut mulai bulan Januari 2019 telah dikerjakan melalui

sistem aplikasi komdanas.

3. Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2019

a. Badan Urusan Administrasi
Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Muara Bulian
Kelas Il pada Pengelolaan PNBP (01) adalah terdiri dari : pendapatan sewa
tanah, gedung dan bangunan senilai Rp 3.506.789.- (tiga juta lima ratus enam
ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupian)

b. Badan Peradilan Umum
Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Muara Bulian
Kelas |1 pada Pengelolaan PNBP (03) adalah sebesar Rp 6.328.700.- (enam juta
tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian sebagai
berikut :
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e pendapatan uang meja (leges) dan

upah pada Panitera badan peradilan Rp. 278.000.-
pendapatan ongkos perkara Rp. 1.420.000.-
pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya Rp. 4.630.700.-
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BAB IV
PENUTUP

A.KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Muara
Bulian Kelas Il merupakan suatu perwujudan Transparas dan akuntabilitas dari
Lembaga Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il, karena pada LKjIP
digambarkan capaian kinerja (Performance Result) kantor Pengadilan Negeri

Muara Bulian Kelas|1.

Pencapaian kinerja Pengadilan negeri Tahun 2019 merupakan pencapaian
atas target kinerja dan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Kelas 11
Tahun 2019 yang telah dilakukan reviu.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas
Il dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indicator
Kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2019 dan pelaksanaan tugas paad
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il yang telah terlaksanadengan baik dan
sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yangtelah
dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan adminsitrasi perkara, adminsitras

umum dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Pengadilan Neeri Mara Bulian Kelas |l pada tahun 2019 berupaya
meningkatkan pengembangan Teknologi Infoemasi untuk mengimplementasikan
keterbukaan informasi public di Pengadlan. Secara bertahap informasi yang
disgjikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan.
Penyagjian informasi yangmenggnakan medium website dan Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) bers 3.3.0.1 bertuyjuan untuk meningkatkan
transparasi dan akuntabilitas public lembaga peradilan.

Dengan menganalisasi kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas I
Tahun 2019 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan
kualitas kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il sebagal insitus
pelayanan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih

mencerminkan keadilan.
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Meningkatnya kualitas kinerja Pengadlan Negeri Muara Bulian kelas 11

akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi
dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaaan dengan lebih
terprogram dan terencana dengan baik.

Laporan Kinerja Instans Pmerintah (LKjIP) tahunn 2019 ini, diharapkan
dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusuan dan implementas
Rencana Kejra (Operating Plan), rencna Kingjra ( Performance Plan), Rencana
Anggaran (Finansial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-

masa mendatang.
B. Saran

Dalam medaksanakan suatu pekerjaan, tentunya terdapat juga
pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut jug amenjadi bagian
yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta
perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian mis dan vis Pengadilan Negeri
Muara Bulian Kelas Il. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja
dapat lebiah baik dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem
Akuntabiltas Kinerja Instanss Pemerintah (SAKIP), sebagai
instrument control yan objektif dan transparan dalam merencanakan,
menetpakan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian
Kelas Il sesua dengan core business dari tugas fungsinya dan
keterampilan sumber daya manusianya untuk peningkatan
penyelesaian prkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Muara
Bulian kelas|l ;

2. Laporan Kinerja Instans Pemerintah (LKjIP sebagal akhir dari
SAKIP dapat dioptimalisaskan pemanfatatan Laporan Kinerja Instans
Pmerintah (LKjIP) sebagai alat evalus kinerja masing-masing unit
baik Hakim, Panitera, Unit kepaniteraan, Kesekretaraiatan dan Jurusita
di Pengadilan Negeri MuaraBulian Kelas 1 ;

3. Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Il harus dapat Iebih optimal

menerapkan SAKIP mulai dari penyusunan Rencana Strategis
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(Renstra), Rencan Kinerja tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja
dan LKJiPitu sendiri ;
4. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang mengacu pada

pencapain ssaran yangtelah ditetapkan dalam perencanaan Strategis
tahun 2015-2019 ;

5. Capaian sasaran dalam Laporan Kinerja Instans Pemerintah (LKjIP)
Tahunn 2019 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan
keputusan guna meingkatkan kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian
kelas |l dimasa yang akan datang ;

6. Dalam tahun mendatang akan dipersiagpkan pengumpulan dan
pengukuran data kinerja sehingga indicator keberhasilan yang akan
diperolen dapat mengggambarkan kondisii nyata yang diharapkan
masyarakat

7. Agar implementass SAKIP benar-benar efektif perlu segera di
realisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan
sebagal salah satu kesatuan, sehingga kinerja yag dibiayai oleh DIPA
benar-benar terukur, bermanfaaat dan akuntabel ;
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
TAHUN 2019

Kami telah merevig laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Muara Bulian

kelas 11 untuk tahun 2019 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja, Substansi

mformasi yang dimat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II.

Reviu bertujuan untuk memberikan  keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan
secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan

dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Muara Bulian, 7 Februari 2020

ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian
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KEPUTUSAN HET'tlarrRNmnn.,m NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor : WI-US' 274 /KP.01/82090

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN AN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TANUN 2019

RETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS 11

Menimbang L. Bakhwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adatah
merupakan laporan kinerja tahuman yanp bhensi pertanggungjawahan
kinerja suatu instansi dalam mencapai tujunn/sasaran Sirategis instansi,
vang dalam penyusunannya memetfukan kecermatan dan ketelitian
dalam pelnksannsn tugas pokok dan fungs peradilan;

!‘-\_I

Bahwa apar dalam penvusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans
Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menpgambarkan kmmega suato
instansi  din  memenuhi  standar  penyusunan sebagaimana  yang
diamanatkan dalam Perataran Perundang-undangan, make perlu dibentuk
Tim Penyusunan SAKIF,

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu
menunjuk  dan mengangkat Tim Penyusunan Sistem  Akuntabalites

Kinerja Instansi Pemenniah (SARIF) |

4 Bahwa nama-nama schagaimana terlampir dalam surat keputusan i
dipandang cakap untuk  ditunjuk  sebag '['|n'! Pemyusunan  Sistem
Alcuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SARIP}

[Indang-undang Momor 50 Tahun 2009 Tentsng Perubahan Kedua Atas

Llndanﬁ~UI:danE womor 7 Tehun 1989 Tentang Peradilan Umum |

7 Instruksi Presiden Momer & 3 Tahun 2004 Tenlang Penyusunan Dokumen
-petapan Kinerja,

3 E{L[:E\,altzfﬂmuf :%43,1{[-,{,*.,_.','3: KVTI2007 Tentang Pemberlakuan Buko §
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MEMUTUSKAN

Menetapkan —© KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2019.

Pertama Menunjuk PeEawal yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan
I:u s{:hngm TJlTJ Penyusunan Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi
:{ﬂ;lﬂlll“ﬂh (SAKIF) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Muara Bulian

elas 11

Kedua : Tugas Tim Penyusunan Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Tahun 2019 adalah menyusun dan menyelesaitkan Dokumen
yang terdin dan
I, Reviu Indikator Kineja Utama (IK1) ;

2. Reviu Rencana Startegis Tahun 2015-2019 dan Rancangan Rencana
Strategis 2020-2024
3, ERencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan Rencana Kinerja

Tabunan (RKT) Tahun 2021:

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 ;

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020 ;

Laporan Kinena Instansi Pemerimtah (LEKGIP) Tahun 2019 ;

RO

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya
seluruh  kegratan Laporan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi

Pemerintah (SAKIP ) Tahun 2019 dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestnya

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersanghutan untuk
dilaksanakan

Ditetapkan di Muara Bulian
Daga langgs . 3 Februar 2020

L & RTO, SSH. MH.
e 2T TOR220001 21001
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SUSUNAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN SISTEM AKUNATERILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN

M

Bl

2

NAMA/NIP

ENAN SUGIARTO, SH MH

MNap, 19771012200012 1001

ALIDIN, S H
Mip. 196006061982031007

ASMINAR FITRI YANIL, SE
Mip, 1974 1019199403 2002

BUKHARI
Nip, 19650911 199003 1006

SULASTRI
Hip 1961071 11932030003

ARISTO MUBARAK, 5.H. .M H
Nip. 19590614 1981031007

ANTONI PANIAITAN, S H., M.H
Nip. 195805011981031003

ROSDIANA
Mip. 1965081 71983122001

AHADL, 5. Kom, 5H
Mip, 19830731 200604 1004

219
JABATAN JABATAN DALAM TIM
Ketua Pembina
Panilera ¥ oordinator Adminitrasi
Tekms
Sekretaris Koordinator Administras:
Umum
Kasubag Ketua
Perencanaan, TI
dan Pelaporan
Panitera Muda Sekretaris
Hukum
Panmud Pidana | Anggota
Panmud Perdata | Angpota
Foasubagp Anggota
Fepegavaian,
ortala
Kasubag umum | Anggota
dan keuangan
Ditetapkan di Muara Bulian

Pada tanggal ;3 Februari 2020
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektil, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini -

Nama - Enan Sugiarto, S H., M. H

Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 11
Selanjutnya disebut sebagai pifiak pertama

Nama DR. Robinson Tarigan, SH., M.H

Sabatan - Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Setaku atasan pihak pertama, selamjutnya disebut pifak kediia

II " 3 . - . 5

hak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
Tj’JE"J'Jﬂ ni. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
“etapkan dalam dokumen perencanaan

therhasilan dap kegapalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Lo .

m::;uh‘“du‘l _‘"1“"“ melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

Tatigky P capaian kinerja dari perjanpian ini dan mengambil tindakan vang diperlukan dalam
=+ memberikan penghargaan dan sanksi.

#Z59ENIgirg Bulian, 08 Januari 2020
Pihak Kedua, I "\Pihak Pertama,
HEC)
i ”J s (a1~ .
l:! . | .I-I.q._. ll:lq_u.m:;ﬁ . y
N R“hil_'lﬂﬂn rﬂrigﬂl'h S.H., MLUH. kﬁ%‘(“h » 8.1, MLHL

- 1955 0601 198103 1 006.-
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

s

" eujna Proses Peradilan Yang |

KERJA | PENGADILAN NEGERT MUARA BULIAN KELAS 11

' Persentase sisa perkara

pasti, Transparan dan Akuntabel yang diselesaikan |
- Perdata L0054
- Pidana 100%
- Pidana Anak } L00%
= =] T b Persentase Perkara yang
diselesaikan tepat wakiu
| - Perdata 8505
- Pidana 1 (0%
- Pidana Anak ¥5%
¢. Persentase Penurunan
Sisa Perkara :
- Perdata 2084
- Mdana 6%
- Pidana Anak 60%
d Persentase Perkara yang
' tidak mengajukan Upaya
Hukum :
- Banding
« Perdata 60%
« Pidana 75%
« Pidana Anak Ri%%
- Kasasi
e Perdata T0%
* [Midana Bl
" o Pidana Anak 80%
! = PR
i » Perdata ;:
| » Pidana S04
¢ Pidana Anak
¢ Persentase Perkara Pidana
Anak yng diselesakan A0%
dengan Diverst
" { Index Responden Pencar
' Keadilan yang puas
terhadap layanan
pengadilan 100%
-\-‘-""\—-—h_\____
-
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SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS I
NOMOR : W5-U6/403/KP.01/1/2020

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS 11
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS 11

. Sural  Sekretaris Mahkamah Agung RI  Nomor
933/SEK/OT.01.3/10/2017  tanggal 24 Oktober 2017 tentang
Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding
dan Pengudilan Tingkat Pertama

2. Bahwa berdasarkan surat tersebut maka Pengadilan Negen Muara
Bulian Kelas 11 perlu meninjan kembali atau merevin untuk
penyempurnaan  Indikator Kmerja Utama (IKLU) dan  Unstuk
selanjutnya membuat penetapan Revieu Renstra untuk tahun 2020-

2024,
1. Undang-Undang Nomor ; 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.

2. Undang-undang Nomor; 48 iahun 2009 tentang kckuasaaan
kehakiman

3. Undang-undang Momor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomo : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Ulrmium.

4 Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor - 7 tahun 1989 tentang Peradilan
MNegen

. & Tahun 2006 tentang Felaporan

5 Peraturan Pemerintalh Nomor |
Keuangan dan Instansi Pemerintah

6. Peraturan Presiden Nomor @ 9 tahun 2005 tentang kedudukan,
fingsi, struktur organisasi dan tata kerja

1 Humcrjr .

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur MNegara nor

PER/OM. PAN/S/ 2007 fentang Pedoman Umum Penelapan Kinerja
Utama

. ahkamah Agung RI  Nomor -

e s Sttnhu' 2017 tentang

033/SEK/OT.013/10/2017 tangeal 24 |
Review Indikator Kinerja Litama Penads

Tingkat Pertama

Jan Tingkat banding dan

vipinadi aengdn waimnac



9. F‘-‘erau_lrai_n IMahkm.mh Apung Nomer & 7 Tahun 2015 tentang
organisaisi dan tatakerja Kepaniteraan dan kesekrefarsatan
Peradilan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETIJA PENGADILAN NEGERI MUARA
BULIAN KELAS Il TENTANG REVIU PENETEPAN
RENCAMA  STRATEGL  (RENSTRA) PADA
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS I

Pertama Rencana Strategis (Renstra) schagaimana tercantum dalam

lampiran surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang
digunakan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas Il
untuk dapat melaksanakan kegatan dalam menetapkan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampatkan Rencarna
Kinerja dan Anggaran, menyusun Dokumen  Penctapan

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinega  seria
pada Pengadilan

Kinerja,
melakukan evaluasi pencapaian kinerja
Nejreri Muara Bulian Kelas 11

Kedua : Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) berpengaruh
terhadap pencapaian laporan kinerja disampatkan kepada

Penpadilan Tinggi Jamb

Keempat ; Keputusan i mulai berlaky sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana restnya.

Diretapkan di *  MUARA BULIAN
Pada tanggal ¢ 3 Japuari 2020

AR
] : i_ 3

)

A
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PENGUKURAN KINERJA

Dipindai dengan CamSc



Hasil Pengukuran Ii;le:ja Capaian Kinerja
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas 11
Tahun 2019

Terwujudnya proses
peradilan yang pastl,
ransparan dan
akuntabel

Persentase sisa perkara

yang diselesatkan

-Perdata 100,00% | 100,00% |  100.00%
-Pidana 100,00% | 100,00% | 100,00%
Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

-Perdata R5,00% 37.50% 102 94%
-Pidana 1040,00% 99.36% 094 36%

. Perentase penurunan qu:a

. perkara i _

' -Perdata 90.00% | (80,009%) | (400,00%)
Pidana 95.00% | (116.66%) | (194,10%)
Persentase perkara yang T
tidak mengajukan upaya

- hukum

' -Banding

* Perdata 60,00% |  50,00% | 8333%

* Pidana 75.00% |  99,78% | 133,07%

- =Kasasi 0 00,

* Perdata 70,00% 0,00% 00%

* Pidana 80,00% |  42,86% | 53,57%

-PK A =

5.00% 0.00% 0,00%

* Perdata 500 ’ 10,00%
P 500% |  50.00% :

| Persentase perkara
pidana anak YN | 460000 | 5gn0e | 62.50%

- diselesailkan dengan
diversi

Dipindai dengan CamSc



Index responden pencar
keadilan yang puas
terhadap layanan

peradilan

100,00%

100,00%

100,00%

Persentase 151 pulusan
vang diterima oleh pihak
tepat wakiu

100.00%

100, 00%

Persentase perkara vang
diselesatkan melalw
mediasi

| Prerentase berkas

perpara vang diajukan
Banding, Kasasi, PK

| secara lengkap dan tepat

waktu

7.14%

100, 00%

| 06, 00% |

Persentase putusan
perkara yan menartk
perhatian masyarakat
yan dapat diakses secara
online dalam waktu |
hari setelah diputus
(perkara tipikor)

100,00%

perkara
pemanfaatan

penvederhanaan
pross  penanganan

melalu

tekonologi informasi

Persentase perkara
prodeo yang diselesaikan

0. 00%

0,00%

0.00%%

Persentase perkara yang
diselesatkan diluar

- gedung kantor

0,00%

0.00%

0,00%

- Persentase pencari

keadlan golongantertentu

vang mendapat layanan
bantuan (POSBAKUM)

100,00%

Persentase putusan
perkara perdata yang
ditindak lanjuti
(dieksekusi)

100,00%

100,00%

0, K%

vipinadi aengdn waimnac



